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ABSTRAK

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran untuk mengatur
regulator sistem pembayaran. Pada era digitalisasi ini, Bank Indonesia terus
melakukan adaptasi dan inovasi untuk mendukung Kkelancaran aktivitas
perekonomian, dengan menyususn 5 visi sistem pembayaran 2025. Sebagai
bentuk perwujudannya Bl meluncurkan Quick Response Indonesian Standard
(QRIS) pada 17 Agustus 2019. QRIS akan menjadi standarisasi QR Code
pembayaran, sehingga semua PJSP dapat menerima pembayaran dari berbagai
PJSP berizin QRIS. QRIS wajib digunakan oleh semua PJSP dengan sistem
pembayaran QR Code mulai dari tanggal 1 Januari 2020, sesuai dengan Peraturan
Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 beserta perubahannya.
QRIS sebagai satu-satunya QR Code pembayaran yang berlaku di Indonesia
memiliki bebeapa manfaat yang ditawarkan, namun disamping itu QRIS juga
memiliki mafsadat bagi konsumen maupun merchant. Untuk itu QRIS sebagai
kanal pembayaran perlu untuk diteliti lebih lanjut, tentang bagaimana
pengimplementasiannya dan seberapa besar manfaat dan mafsadat yang
ditimbulkannya, karena mengingat wajib QRIS digunakan oleh semua PJSP baik
bank Konvensional maupun bank Syari’ah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis
normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif
analitik dengan menggambarkan objek yang diteliti melalui data-data yang
terkumpul sebagimana adanya. Dalam pengumpulan data penyusun
mengumpulkan data dengan cara mengidentifikasi berbagai data dari Bl, baik dari
Website, YouTube, dan sosial media resmi Bl lainnya), website dan Platfom PJSP
bank dan non bank, serta berbagai karya ilmiah lainnya yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS diimplementasikan dengan
dua mode pembayaran, yaitu Merchant Presented Mode (MPM), dan Costumer
Presented Mode (CPM). Jumlah nominal transaksi maksimal Rp 5.000.000,-
/transaksi, serta dengan skema dan biaya on us and off us yang ditanggung oleh
merchant QRIS, yaitu merchant reguler 0,7%, dan merchant khusus 0,6%, 0,4%,
hingga 0%, yang dimaksudkan sebagai upah yang diterima oleh PJSP sebagai
simsar atas jasa layanan penyelesaian transaksi yang dilakukan. Pengenaan biaya
layanan secara rill ini boleh atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor: 116/DSN-
MUI/1X/2017. QRIS dalam analisis maslakah Imam Al-Gazali termasuk dalam
kemaslahatan hajiyat yang menempati kedudukan dariariyat. QRIS mampu
mewujudkan pemeliharaan lima prinsip dasar (al-masalih al-khamsah), yaitu Aifz
al-mal, karena pengimplementasian QRIS mampu menekan tingkat kejahatan
pencurian, penipuan dan mencegah peredaran uang palsu, serta membantu
meningkatkan penghasilan merchant dengan daya saing yang rata, dan membantu
mewujudkan sistem pembayaran nirsentuh dan ekonomi keuangan digital untuk
pertumbuhan inklusi keuangan Negara. QRIS juga mampu mewujudkan
pemeliharaan atas jiwa (%ifz an-nafs), khususnya dalam kondisi Indonesia saat ini
yang sedang diserang oleh wabah COVID-19. QRIS dapat menjadi salah satu cara
untuk menghambat penularan COVID-19, karena sistem pembayaran QRIS dapat
menciptakan cara pembayaran yang higenis.

Kata Kunci: Quick Response Code, Quick Response Indonesian Standard, Kanal
Pembayaran



ABSTRACT

Bank Indonesia as the central bank has a role to regulate the payment
system regulator. In this digitalization era, Bank Indonesia continues to adapt and
innovate to support the smooth running of economic activities, by formulating 5
visions of the 2025 payment system. As a form of realization, Bl launched the
Quick Response Indonesian Standard (QRIS) on 17 August 2019. QRIS will
standardize QR Code payments. , so that all PJSPs can receive payments from
various PJSPs licensed by QRIS. QRIS must be used by all PJSPs with a QR
Code payment system starting from January 1, 2020, in accordance with the
Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/18 / PADG / 2019
along with the changes. QRIS as the only QR Code payment that is valid in
Indonesia has several benefits to offer, but besides that QRIS also has mafsadat
for consumers and merchants. For this reason, QRIS as a payment channel needs
to be investigated further, about how it is implemented and how much benefit and
mafsadat it generates, because considering that QRIS is mandatory for all PJSPs,
both Conventional banks and Syari‘ah banks.

This study employs a type literature research method, using a normative
juridical approach, while the data analysis method used is descriptive analysis by
describing the object under study through the data collected as it is. The data was
collected though identification of various data from BI, such as the official
website, the official YouTube, and other official Bl social media, bank and non-
bank PJSP websites and platforms, as well as various other relevant scientific
works.

The results showed that QRIS is implemented with two payment modes,
namely Merchant Presented Mode (MPM), and Customer Presented Mode
(CPM). The maximum nominal transaction amount is IDR 5,000,000/transaction,
as well as on us and off us schemes and fees borne by QRIS merchants, namely
0.7% regular merchants, and 0.6% special merchants, 0.4%, up to 0%, which is
intended as wages received by PJSP as a simsar for transaction settlement services
performed. The imposition of real service fees may be based on the Fatwa of DSN
MUI Number: 116/DSN-MUI/1X/2017. QRIS in Imam Al-Gazali's analysis of
maslahah is included in the benefit of hajiyat who occupies the position of
dartriyat. QRIS is able to realize the maintenance of five basic principles (al-
masalth al-khamsah), namely hifz al-mal, because the implementation of QRIS is
able to reduce the crime rate of theft, fraud and prevent the circulation of
counterfeit money. In addition, and helps increase merchant income with equal
competitiveness, and helps realize a contactless payment system and digital
financial economy for the growth of the State's financial inclusion. QRIS is also
able to realize the maintenance of the soul (hifz an-nafs), especially in the current
condition of Indonesia which is being attacked by the COVID-19 outbreak. QRIS
can be one way to inhibit the transmission of COVID-19, because the QRIS
payment system can create a hygienic payment method.

Keywords: Quick Response Code, Quick Response Indonesian Standard,
Payment Channels
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi semakin berkembang dan mendominasi kehidupan
masyarakat di Indonesia, khususnya dalam kegiatan bertransaksi. Transaksi
elektronik merupakan salah satu inovasi dari perkembangan teknologi yang
memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat, yakni melalui genggaman
(smartphone) dengan koneksi internet (data). Hasil survey Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa, pengguna
internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa pertahun 2019 sampai kuartal
11/2020, jumlah ini meningkat 23,5 juta atau sebesar 8,9% dari tahun 2018 yang
mencapai 171,17 juta jiwa.' Perkembangan teknologi digital ini mendorong
tingginya angka transaksi uang elektronik yang mencapai volume 5,2 triliun
dengan nominal 145,1 triliun per tahun 2019, dengan peningkatan angka transaksi
hingga per bulan Oktober 2020 mencapai volume 4,2 triliun dengan nominal
163,4 triliun.”

Perkembangan di atas mendorong Bank Indonesia untuk meningkatkan
Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) dengan 5 visi sistem pembayaran Indonesia
2025, yaitu: (1) Mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sehingga

menjamin fungsi bank standar dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter,

! Laporan Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Penetrasi dan
Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia, 9 November 2020.

2 “Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran: Transaksi Uang Elektronik,”
https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx, akses
14 Desember 2020.
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dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklisu keuangan. (2)
Mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi
keuangan digital melalui open banking maupun pemanfatan teknologi digital dan
data dalam bisnis keuangan. (3) Menjamin interlink antar FinTech dengan
perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan
teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan
perusahaan. (4) Menjamin keseimbangan antara inovasi dengan konsumers
protection dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan
KYC (Know Your Customer) & AML-CFT (Anti Money Laundering-Combating
the Financing of Terrorism), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis
publik, data penerapan reg-tech & sub-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi
dan pengawasan. (5) Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan
digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di
dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan
memperhatikan prinsip resiprokalitas.®

Transformasi awal yang dilakukan Bank Indonesia untuk membantu
percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital adalah dengan
meluncurkan satu sistem pembayaran baru pada tanggal 17 Agustus 2019, yaitu
Quick Response Indonesian Standart (QRIS) untuk pembayaran melalui uang
elektronik server based, dompet elektronik dan mobile banking. QRIS merupakan

penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem

% “Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025”, Siaran Pers 25
Mei 2019, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/SP_214019.aspx, akses 20
September 2020.
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Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR Code. Standar Nasional QR Code
Pembayaran (Quick Respense Code Indonesian Standard), yang selanjutnya
disebut QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di
Indonesia.* QRIS dapat digunakan untuk seluruh aplikasi pembayaran dari
penyelenggara manapun baik bank dan non-bank yang digunakan masyarakat,
diseluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) yang
berlogo QRIS.>

Peluncuran QRIS memiliki karakteristik UNGGUL (Universal, Gampang,
Untung dan Langsung) yang di usung oleh Bank Indonesia sebagaimana
disampaikan oleh Perry Warjiyo dalam peluncuran QRIS 17 Agustus 2019, yang
bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan,
memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
untuk Indonesia maju. Mencapai tujuan tersebut dalam implementasinya, QRIS
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019
Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk
Pembayaran. QRIS memiliki karakteristik UNGGUL (Universal, Gampang,
Untung dan Langsung) yang di usung oleh Bank Indonesia sebagaimana
disampaikan oleh Perry Warjiyo dalam peluncuran QRIS 17 Agustus 2019, yang

bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan,

* Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi
Standar Nasional Quick Respense Code untuk Pembayaran, Bab | Ketentuan Umum, Pasal 1,
nomor 5.

5 “Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)”,
http://www.bi.go.id/QRIS/contents/Default.aspx, akses 20 September 2020.
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memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
untuk Indonesia maju. Mencapai tujuan tersebut dalam implementasinya, QRIS
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019
Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk
Pembayaran.

Transaksi dengan menggunakan kanal pembayaran QRIS dapat dilakukan
dengan 2 (dua) mode yaitu, merchant presented mode (static dan dynamic), static
adalah QR Code pembayaran yang diterbitkan sebelum terdapat transaksi yang
akan diinisiasi dan dapat dipindai berulang kali untuk memfasilitasi berbagai
transaksi pembayaran yang berbeda. sedangkan dinamic adalah QR Code
pembayaran yang diterbitkan pada saat terjadinya transaksi yang akan diinisiasi
dan dipindai untuk memfasilitasi satu transaksi tertentu saja. Sedangkan costumer
presented mode adalah metode penggunaan QR Code pembayaran dengan cara
pengguna menampilkan QR Code pembayaran untuk kemudian dipindain oleh
pedagang (merchant). Tetapi nimonal transaksi yang dapat dibayar melalui QRIS
terbatas paling banyak Rp 5.000.000,- per transaksi, namun penerbit dapat
menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan dengan
mempertimbangkan managemen risiko penerbit.

Transaksi QRIS diproses oleh pihak pemrosesan transaksi QRIS yaitu,
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Lembaga Switching, Merchant

Aggregarto, dan Pengelola NMR (National Merchant Repository), dengan skema



dan biaya pemrosesan yang ditetapkan oleh BI.° Skema biaya yang dimaksud
adalah Merchant Discount Rate (MDR) merupakan biaya atau upah yang
dibebankan kepada pihak merchant terkait dengan kegiatan transaksi yang
dilakukan secara elektronik atau EDC (Electronic Data Capture). Skema biaya ini
hanya dibebankan pada pemrosesan transaksi QRIS MPM (Merchant Presented
Mode), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia
Nomor: 21/1/KEP.DG/2019, di mana skema dan biaya pemrosesan transaksi
QRIS MPM on and off us, adalah sebesar 0,7% setiap transaksi, sedangkan untuk
merchant khusus pada sektor pendidikan, SPBU, dan kegiatan sosial masing-
masing sebesar 0,6%, 0,4%, dan 0%.” Mode QRIS MPM (Merchant Presented
Mode) merupakan spesifikasi dalam pembahasan ini, karena QRIS MPM
(Merchant Presented Mode) adalah salah satu mode pembayaran QRIS yang
disediakan oleh BI, di mana secara umum mode ini merupakan mode yang telah
digunakan oleh PJSP dan merchant, dengan fokus masalah pada merchant reguler
(UMKM).

QRIS akan menjadi satu-satunya kanal pembayaran berbasis QR Code di
Indonesia, oleh karena itu QRIS wajib digunakan untuk seluruh PJSP baik bank
maupun non bank, sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan

penggunaannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas.

® Contoh sekema yang yang digunakan berdasarkan penjelasan atas Peraturan Anggota
Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 Pasal 9 Ayat (1) adalah contoh skema biaya yaitu
merchant discount rate.

" Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 21/1/KEP.DG/2019 Tentang
penetapan Skema dan Biaya Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi dengan Quick
Response Code Pembayaran Berdasarkan Standar Nasional Quick Response Code Pembayaran
Merchant Presented Mode.



Penggunaan kanal pembayaran ini tentunya telah dipertimbangkan oleh Bl, terkait
untung dan ruginya untuk perekonomian. Namun, PJSP yang menggunakan QRIS
bukan hanya PJSP konvensional saja, tetapi PJSP Syari’ah juga menggunakan
kanal pembayaran ini untuk setiap pembayaran yang menggunakan QR Code,
serta masyarakat Indonesia juga notabennya adalah Islam, sehingga pertimbangan
maslakah dan mafsadat dalam penggunaan QRIS ini menjadi sangat penting.
Pencapaian maslakah dan penolakan mafsadat merupakan tujuan pokok
dalam penetapan hukum Islam, para ulama menjadikan konsep ini sebagai
pegangan utama ketika menangani permasalahan hukum. Pendekatan maslakah
dan mafsadat dalam menentukan suatu hukum tidak memiliki makna bahwa
menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber
hukum. Penentuan suatu hukum berdasarkan maslakah dan mafsadat juga bukan
semata-mata berdasarkan tujuan duniawi saja, sehingga mengesampingkan syara’.
Apabila di antara yang maslahah itu banyak dan harus dilakukan salah satunya
pada waktu yang sama, maka untuk meraih kemaslahatan lebih baik dipilih yang
paling maslakah. Demikian pulan sebaliknya, apabila menghadapi mafsadat pada
waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadat yang paling buruk akibatnya.
Kemudian, apabila berkumpul antara maslakzah dan mafsadat, maka yang harus
dipilih adalah yang maslakah-nya lebih banyak, dan apabila sama banyaknya
maka menolak mafsadat lebih utama dari meraih maslakah, karena dengan

menolak suatu mafsadat merupakan suatu kemaslahatan, sebagaimana dinyatakan



dalam kaidah “menolak kemafsadatan lebih utama dari pada meraih
kemaslahatan”.®

Kaidah di atas tentunya berlaku untuk penggunaan QRIS, di mana di
dalamnya berkumpul antara maslakah dan mafsadat yang begitu penting untuk
diperhatikan serta dipertimbangakan, seperti pembatasan jumlah transaki dan
junga biaya MDR (Merchant Discount Rate) yang harus ditanggung oleh pihak
merchant. Selain itu QRIS menjadi sangat penting untuk diteliti karena fungsinya
sebagai kanal pembayaran, QRIS tidak hanya digunakan untuk pembayaran
melalui PJSP bank dan non bank konvensional saja, tetapi juga digunakan untuk
pembayaran melalui PJSP bank dan non bank Syari’ah, di mana diketahui untuk
setiap transaksi syari’ah harus sesuai dengan ketentuan syari’ah. Hal tersebut
menjadikan QRIS sebagai instrumen transaksi dalam urgensinya sangat penting
untuk diteliti. Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk meneliti
mekanisme pengimplementasian QRIS (Quick Response Indonesian Standard)
dalam sistem pembayaran Indonesia, yang menstandari kanal pembayaran QR
Code, serta dalam kaitannya dengan kajian hukumIslam.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah
penelitian yang perlu dibahas adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengimplementasian Quick Response Indonesian

Standard (QRIS) dalam Sistem Pembayaran?

® A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyele saikan
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006). him. 27-28.



2. Bagaimana implementasi kanal pembayaran Quick Response Indonesian

Standard (QRIS) dalam Analisis Maslazah Imam Al-Ghazali?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian
ini adalah untuk menganalisis Quick Response Indonesian Standard (QRIS)
dalam sistem pembayaran. Sehingga penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Secara umum, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan
dalam usaha pengembangan sistem pembayaran untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh (konvensional dan
syari’ah).

2. Secara praktis, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
syari’ah dan tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk Indonesia
maju.

3. Secara teoritis, beberapa temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi akademis yang dapat merekontruksi pemikiran dan
pemahaman tentang metode pembayaran digital, QR Code, Quick
Response Indonesian Standard (QRIS) yang akan terus mengalami evolusi
pada era digital ini atau pada era Indonesia Maju. Selain itu, penelitian ini
juga dapat dijadikan sebagai bahan pikiran untuk penelitian selanjutnya
dengan tema yang memiliki kesamaan.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan suatu kajian kritis atas pembahasan suatu topik

yang telah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi, dan



penelitiannya diakui apabila dipublikasikan melalui jurnal/seminar bertaraf
nasional atau internasional. Telaah pustaka meliputi berbagai sumber pustaka
yang mebahas suatu masalah yang spesifik, yang memberikan gambaran terkait
cakupan pembahasan penelitian sebelumnya dari berbagai sudut pandang.
Sehingga dengan telaah pustaka, perbedaan antara penelitian terdahulu terlihat
jelas dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa hasil
penelitian yang membahas tentang uang elektronik, Quick Response Code (QR
Code), dan Quick Response Indonesian Standard (QRIS). QR Code payment in
Indonesian and its application on mobile banking adalah salah satu penelitian
yang meneliti tentang bagaimana QR Code memberikan kemudahan dalam
transaksi pembayaran serta keamanan penggunaannya. Pemaparan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa Payment Model QR Code on Mobile Banking
can be widely used as an alternative of cash payment through a smartphone. The
developed system does not only for merchant payment but can be used for person
to person payment. The result of this research is a prototype for QR Code
Payment on OCBC NISP Mobile Banking which can be used as an alternative
payment system and integrated with fund source account without the need to top
up the transfer.®

Josef Evan Sihaloho dalam Penelitiannya yang mengkaji tentang
bagaimana penerapan QRIS pada UMKM di Medan, dengan memaparkan

peranan, kendala dan pendapatan UMKM dengan adanya kanal pembayaran

% Ruslan dkk., “QR Code Payment in Indonesia and Its Application on Mobile Banking”,
In FGIC 2nd Conference on Governance and Integrity 2019, KnE Social Sciences, pages 551-568.
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QRIS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa UMKM di Medan
telah menggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran untuk QR Code, dan
beberapa pedagang UMKM juga mengatakan bahwa QRIS memiliki pengaruh
terhadap perkembangan UMKM, karena dengan menggunakan QRIS akan dapat
melayani berbagain jenis QR Code yang ada, sehingga dapat diindikasi bahwa
QRIS mempunyai manfaat bagi para pedagang UMKM di Medan.*® Oktaviani
juga dalam penelitiannya, preferensi konsumen dalam menggunakan QRIS
sebagai alat pembayaran, yang diukur dengan menggunakan beberapa faktor yang
mempengaruhi persepsi individu dalam pengambilan keputusan, yaitu persepsi
kemudahan, kepercayaan, kemanfaatan dan risiko. Pengukuran yang dilakukan
menunjukkan bahwa, secara simultan seluruh faktor persepsi memiliki pengaruh
terhadap preferensi konsumen menggunakan QRIS sebagai alat transaksi.
Berdasarkan hasil pengujian individual faktor persepsi kemanfaatan memiliki
pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan faktor persepsi
lainnya berpengaruh tidak = signifikan terhadap minat konsumen dalam
menggunakan QRIS. ™

Penelitian lain dilakukan oleh Rina Mayanti yang menganalisis
penerimaan masyarakat terhadap penerapan QRIS sebagai teknologi untuk metode

pembayaran non-tunai, dengan menggunakan metode Unfiled Theory of

19 Jesef Evan Sihaloho, “Atifah Ramadani dan Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem
Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, Jurnal
Manajemen Bisnis, Vol. 17 No. 2, (April 2020).

1 Oktaviana Banda Saputri, “Preferensi Konsumen dalam Menggunakan Quick
Response Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital,” Jurnal Kinerja 17:2,
2020 237-247.
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Acceptance and Use Tecnology 2, pada masyarakat yang menggunakan aplikasi
E-wallet Go-Pay dan Ovo. Variabel independen yang diteliti difokuskan pada
perpormance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating
conditions, hedonic motivation, dan habit terhadap behavior intention dan use
bihavior dengan analisis partial last squares structural equation medelling.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Quick Response Indonesia Standard
(QRIS) dapat diterima oleh masyarakat sebagai teknologi untuk metode
pembayaran non-tunai, dengan hasil bahwa facilitating condition dan hedonic
motivation memiliki pengaruh positif terhadap behavior intention, serta bihavior
intention juga memiliki pengaruh positif terhadap User Bihavior.*?

Penelitian lain yang berhubungan dengan uang elektronik dilakukan oleh
Ulin Nuha, “Perlukah E-wallet Berbasis Syari’ah?”, yang meneliti sistem
transaksi di PT. dompet digital (e-wallet) yang diasosiasikan dengan wadi’ah yad
dhomanah, serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penggunaan dompet digital (e-wallet)
sebagai alat transaksi merupakan sebuah alat pembayaran yang sah, sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI1/2016 Tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran Dompet Elektronik (e-wallet). Kedudukan
sistem transaksi dompet elektronik (e-wallet) menurut pandangan syari’ah adalah
halal dan tidak dapat diragukan lagi, karena e-wallet terhindar dari hal-hal yang

dilarang oleh syariat, diselenggarakan dengan akad yang jelas, serta keamanannya

2 Rina Mayanti, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan User Terhadap
Penerapan Quick Rsponse Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Pada Dompet
Digital,” Jurnal llmiah Ekonomi Bisnis, VVol. 25, No. 2 (Agustus 2020).
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sudah dilindungi dengan adanya security code yang dapat diganti oleh pengguna
kapan saja, hal ini menunjukkan bahwa e-wallet telah sesuai dengan magashid
Syari’ah, dan secara keseluruhan e-wallet telah sesuai dengan prinsip akad
wadiah yad dhomanah.*®

Muhammad Noor Sayuti dalam penelitiannya “E-Money dari Dimensi
Maqasid al-syari’ah”, membahas kajian filosofis tujuan syariat Islam yang
sebenarnya pada E-Money. Hasil penelitia menunjukkan bahwa E-Money pada
dimensi magasid al-syari’ah mencapai kemaslahatan umum bagi perekonomian
dan kebijakan moneter, keserasian fungsi uang dalam konsep Islam, tidak
menganut sistem bunga karena sifatnya yang prabayar, pembatasan maksimum
saldo sebagai wujud preventif israf serta ketentuan redeem atau refund agar
terhindar dari perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bahil.**
Penelitian yang sama dilakukan oleh Afif Muammar dan Ari Salman Alparisi,
Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif magasid syari’ah, yang
menunjukkan bahwa secara umum uang elektronik sesuai dengan Magasid
syari’ah. Hal ini didukung dengan berbagai manfaat yang diberikan oleh uang
elektronik, seperti kecepatan dalam transaksi, akses yang mudah, serta efektifitas
dalam penggunaannya. Tetapi penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi

dengan sistem keamanan yang baik seperti uang elektronik unregistered lebih

13 Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, Fafika Anissa Maulana, “Perlukan E-Wallet Berbasis
Syariah?,” Malia: Jurnal of Islamic banking and Finance, Vo. 4, No. 1, 2020.

¥ Muhammad Noor Sayuti, “E-Money Ditinjau dari Dimensi Magasid Al-Syaria’ah,”
Jurnal Al Qardh, No. 5 (Juli 2018).
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baik dihindari penggunaannya, karena uang elektronik tersebut dinilai belum
sesuai dengan maqgasid syari’ah.'®

Rifqy Tazkiyyaturronmah dalam penelitiannya “Transaksi Uang
Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syari’ah”, mengatakan bahwa dengan
adanya uang elektronik masyarakat diberi keamanan dan kenyamanan dalam
membawa uang, hanya dengan kartu uang elektronik saja. Kemudian dilihat dari
Hukum Bisnis Syari’ah fifz al-mal berlaku pada uang elektronik, karena dengan
menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan
pencurian atau perampokan. Selain itu, kifz al-mal diberlakukan dengan cara
melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi. Sedangakan dilihat dari
fungsinya, uang elektronik memliki fungsi yang cukup banyak, seperti sebagai
satuan hitung, alat tugar, penimbun kekayaan dan juga sebagai standar pencicilan
hutang.*®

Beranjak dari beberapa penelitian di atas maka dapat dilihat ada beberapa
perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Salah satu di
antaranya adalah penelitian ini akan membahas tentang suatu sistem pembayaran
yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai standarisasi pada pembayaran
berbasis uang elektronik, khususnya QRIS dengan mode transaksi MPM
(Merchant Presented Mode), dilihat dari implementasinya dalam analisis

maslakah, sehingga dapat diketahui bagaimana QRIS MPM sebagai kanal

1> Afif Muamar, Ari Salman Alparisi, “Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif
Magashid Syariah,” Jurnal of Islamic Lariba, Vol. 3, Issue 2, 75-84, 2017.

16 Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Transaksi uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis
Syariah,” Tesis Magister Progran Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
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pembayaran dalam hukum Islam. Selain itu, dengan status QRIS sebagai kanal
pembayaran yang baru, masyarakan khususnya umat Islam perlu mengetahui
persoalan kanal pembayaran QRIS ini, apakah dapat digunakan sesuai dengan
tujuan syari’at? Karena standar kanal pembayaran ini telah diwajibkan oleh Bank
Indonesia untuk digunakan pada semua metode transaksi yang menggunakan QR
Code.
E. Kerangka Teoretik

Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan,
lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana,
guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.!” Sistem
pembayaran dewasa ini terus mengalami inovasi yang diiringi oleh perkembangan
uang, yang diawali dengan pembayaran secara tunai sampai pada pembayaran
elektronik yang bersifat non-tunai. Perkembangan sistem pembayaran ini
didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan resiko,
kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi.™

QRIS adalah salah satu inovasi terbaru dari perkembangan uang elektronik
sebagai alat transaksi. QRIS merupakan suatu kanal/instrumen pembayaran yang
dikeluarkan oleh Bl sebagai fasilitas yang menstandari seluruh pembayaran QR

Code di Indonesia. QRIS sekarang ini menyita perhatian masyarakan dan para

17 “pengantar Sistem Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem

Pembayaran Direktoran Akunting dan Sistem Pembayaran”, https://www.bi.go.id/id/sistem-
pembayaran/edukasi/Documents/30cc4e3496674f2b990f334e55cf2belUraian _PengantarSistemPe
mbayaran.pdf, akses 21 Oktober 2020.

'8 Sri Mulyati Tri Subari, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, Bank indonesia:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK), No. 8, Seri Kebanksentralan, him. 11.


https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/30cc4e3496674f2b990f334e55cf2be1Uraian_PengantarSistemPembayaran.pdf
https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/30cc4e3496674f2b990f334e55cf2be1Uraian_PengantarSistemPembayaran.pdf
https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/30cc4e3496674f2b990f334e55cf2be1Uraian_PengantarSistemPembayaran.pdf
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akademisi, karena QRIS akan digunakan untuk seluruh Penyelenggara Sistem
Pembayaran baik bank maupun non-bank, konvensional maupun syari’ah.
sehingga masla/zah dan mafsadat dari penggunaan QRIS menjadi sorotan.

Maslakah dan mafsadat merupakan konsep yang senantiasa dijadikan
sandaran utama oleh para ulama dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam
kontemporer, karena pencapaian maslazah dan penolakan terhadap yang mafsadat
merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Menggunakan
pendekatan maslakzah dan mafsadat dalam menentukan suatu hukum tidak
bermakna bahwa kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum, serta
penentuan hukum dengan pendekatan ini tidak berdasarkan tujuan duniawi saja
sehingga menyampingkan syara’.*®

Secara etimologi maslakah berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan,
kelayakan, dan keselarasan. Kata maslazah memiliki beberapa lawan Kkata,
adakalanya berlawanan dengan kata mafsadat dan adakalanya berlawanan dengan
kata mudarat, yang sama-sama mengandung arti kerusakan. Sedangkan secara
terminologi, maslazah menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah suatu kemalahahan
di mana syari’ tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan
itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakui atau tidaknya kemaslahahan
tersebut, karena suatu maslakah itu disebut mutlagah karena ia tidak terikat dalil

yang menyalahkan atau mebenarkannya.?

9 Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab A-
Muwafaqat, Jurnal Al-Daulah, Vol. 4, No. 1 (Desember 2015), him, 296.

20 Abdul Wahab Khallaf, llmu Usul Fikih, cet. ke-5, alih bahasa Halimuddin, (Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2005), him. 98.
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Adapun menurut al-Ghazali maslakah adalah menarik kemanfaatan atau
menolak kemudaratan, namun tidak demikian yang dikehendaki, karena sebab
mencapai kemanfatan dan menafikkan kemudaratan merupakan tujuan atau
maksud dari makhluk (manusia), sedangkan kemaslahahan atau kebaikan
makhluk terdapat pada pencapaian tujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud
dengan maslakah disini adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, di antara
tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu: pemeliharaan
atas agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta mereka. Maka setiap yang
mengandung pemeliharaan atas kelima pokok tersebut adalah maslakah, dan
sebaliknya setiap yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat,
sedangkan menolak yang menafikkan kelima pokok dasar ini merupakan suatu
maslakah.?

Maslakah mursalah sebagai suatu metode penetapan hukum, memiliki
perbedaan pendapat dikalangan ulama, tetapi ulama fikih  sepakat
memperbolehkan beriujjah dengan maslakah mursalah. Ulama yang berfiujjah
dengan maslasah mursalah harus bersikap hati-hati sehingga tidak menjadikan
pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu atau kesenangan semata.
Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan 3 syarat pada maslakzah mursalah yang
menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid syari’ah, semangat ajaran,
dalil-dalil kullr dan qoz’i baik worud maupun dalalah. Artinya pembentukan

kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan nash dan ijma’.

2L Akbar Sarif, Konsep Maslahah dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali, Tsagafah
Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 2 (November 2017) , him. 356-358.
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2. Merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, bukan suatu kemaslahatan yang
bersifat dugaan. Artinya, kemaslahatan itu harus meyakinkan berdasarkan
penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa
mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

3. Kemaslahatan itu membwa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan
yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan
kepada sebagian kecil masyarakat (kemaslahatan umum bukan kemaslahaan
pribadi). Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan
khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari
mayoritas umat dan kemaslahatannya.*?

Kemudian Abdul Wahaf Khalaf mengatakan, barang siapa yang khawatir
karena adanya permainan kezaliman dan memperturutkan hawa nafsunya dengan
mengatasnamakan maslakah murlagah, maka kekuatan itu akan hilang karena
maslakah murlagah itu tidak dijadikan dasar pembentukan hukum kecuali
mencukupi syarat-syarat yang diperlukan. Maslakah umum itu pada umumnya

tidak membedakan nash syar’i dan tidak mempunyai prinsip-prinsip syar’i.®

22 1bid., hlm. 29.

28 1bid., him. 103.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitaian
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif

kualitatif,2*

Maksudnya adalah mengumpulkan data dan informasi terkait
obyek penelitian apa adanya pada saat penelitian dilakukan.?® Kemudian jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research),
sehingga data-data dikumpulkan dengan membaca, mencatat serta mengelola
bahan koleksi dokumen, baik berupa buku atau file, atau data yang dapat
diperoleh melalui website resmi tanpa memerlukan riset lapangan. Namun,
idealnya sebuah riset profesional menggunakan kombinasi riset pustaka dan
riset lapangan atau dengan penekanan pada salah satu di antaranya.?® Namun
dalam penelitian ini penulis lebih dominan menggunakan riset pustaka,
dengan kemungkinan menggunakan riset lapangan, dengan mengambil
langkah sebagai pengguna obyek peneltian (yaitu menggunakan kanal
pembayaran QRIS).
2. Pedekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

?* Masyhuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif,
(Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), him. 14.

> Mukhtar, Metode Praktis Dskriptif Kualitatif, (Jakarta: GP Press Group, 2013), him.
13.

%6 Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia,
2004), him. 2-3.
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konsep ataupun asas-asas hukum berserta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pembahasan penelitian.?” Penelitian ini memaparkan
tentang penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai
kanal pembayaran, yang diwajibkan oleh BI, untuk digunakan pada semua
sistem pembayaran dengan QR Code, yang diimplementasikan sejak tanggal
1 Januari 2020, khususnya QRIS dengan mode transaksi MPM (Merchant
Presented Mode).
3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau subjek untuk memperoleh data
dan informasi.?® Subyek penelitian yang dimaksudkan tersebut adalah Quick
Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran QR Code
yang berlaku di Indonesia. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber,
yaitu:
a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari website resmi BI

http://www.bi.go.id/ tentang sistem pembayaran QRIS dan PADG No.

21/18/PADG/2018 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick
Response Code untuk pembayaran, serta diperoleh dari PJSP
(Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) baik bank maupun non-bank
yang telah menggunakan sistem pembayaran QR Code, dan berasal dari

penggunaan peneliti terhadap kanal pembayaran QRIS dalam bertransaksi.

%" Toni Pransiska, “Menakar Pendekatan Teologis Normatif dalam Memahami Agama di
Era Pluralitas Agama di Indonesia,” Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5, No. 1,
Januari-Juli 2017, him. 77.

%8 Sudjarwo, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandarlampung: Mandar Maju, 2001), him,
68.


http://www.bi.go.id/
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b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber data dan
literatur yang dapat mendukung serta memenuhi informasi yang
diperlukan dalam penelitian ini. Di antara data skunder yang digunakan
adalah berupa artikel, jurnal atau jenis karya ilmiah lainnya yang
membahas tentang QRIS, dan berupa sumber buku lain yang dapat
mendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah library research, maka
pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai
data dari website resmi Bl, website dan platform PJSP baik berupa bank
mapun non-bank, makalah, artikel, jurnal dan berbagai karya ilmiah lainnya,
serta buku-buku dan informasi lain yang berhubungan dengan tema penelitian
yang diangkatkan. Kemudian untuk dapat menelusuri data-data tersebut,
dilakukan dengan membaca, dan mencatat data-data yang diperlukan untuk
memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.?®* Kejenuhan data

tersebut ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru

2 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk llmu-1lmu, Sosial (Jakarta:
Selemba Humanika, 2012), him.163
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terkait penelitian. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman ini
terbagi atas tiga, yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.

Data reduction (reduksi data) merupakan data yang diperoleh dengan
jumlahnya yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci,
karena semakin lama penelitian maka jumlah data akan semakin banyak,
kompleks dan rumit. Sehingga perlu segera dilakukan analisis data melalui
reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

Data display (penyajian data), tahap ini merupakan kegiatan penyajian
data atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis
sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Conclusion  drawing/verification  (penarikan  kesimpulan  dan
verifikasi). Dalam hal ini peneliti melakukan interpretasi data dan
menetapakan makna dari data yang tersaji dengan metode komparasi. Metode
komparasi ini bertujuan untuk memperoleh ketetapan kenyataan, melalui
perbandingan data-data secara internal maupun eksternal.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasa dalam penelitian ini, diawali dengan pendahuluan

yang merupakan bagian pertama, yang berisi informasi tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

%0 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), him. 247-253.
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kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Selanjutnya,
masuk pada bagian kedua, yang berisi tentang teori-teori dan konsep, yaitu
mencakup teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan
pembahasan penelitian yang dapat dijadikan tolak ukur dari penelitian ini.
Diantara teori tersebut adalah: konsep sistem pembayaran, uang elektronik
sebagai sistem pembayaran, dan teori kemaslahatan.

Bagian ketiga membahas secara rinci tentang Quick Response Indonesian
Standard (QRIS) sebagai suatu kanal pembayaran untuk berbagai metode
pembayaran berbasis QR Code. Sedangkan, bagian keempat membahas tentang
konsep QRIS MPM sebagai suatu kanal pembayaran dalam implementasinya,
serta membahas konsep kanal pembayaran QRIS dalam analisis maslakah.
Kemudian, bagian kelima berisis kesimpulan penelitian, yang menguraikan
jawaban atas pertanyaan penelitian dari permasalahan yang diteliti, serta berisi

saran dan diakhiri dengan penutup.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berangkat dari rumusan masalah, deskripsi dan analisis di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa:

1. Quick Response Indonesian Standard (QRIS) mulai diimplementasikan sejak
tanggal 1 Januari 2020 dan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur
Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick
Response Code untuk Pembayaran serta perubahannya. Transaksi
menggunakan QRIS dapat dilakukan dengan 2 (dua) mode yaitu, Merchant
Presented Mode (MPM), Costumer Presented Mode (CPM), dengan jumlah
transaksi maksimal Rp 5.000.000,- per transaksi, dan penerbit juga bisa
menetapkan jumlah nominal kumulatif harian/bulanan transaksi dengan
mempertimbangkan skala risiko. Serta pemrosesan transaksi pembayaran yang
difasilitasi QRIS memiliki skema dan biaya pemrosesan on us and off us yang
ditanggung oleh merchant QRIS, yang ditetapkan dalam Keputusan Deputi
Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/1/KEP.DG/2019, yakni untuk merchant
reguler 0,7%, dan merchant khusus sebesar 0,6%, 0,4% hingga 0%. Sekema
dan biaya yang dimaksud adalah biaya wajar yang harus ditanggung oleh
merchant atas layanan penyelesaian transaksi oleh lembaga pemroses
transaksi. Skema biaya layanan tersebut dikatakan wajar, karena 0,7% yang di
peruntukkan untuk PJSP sebagai simsar tergolong murah dan sama-sama

menguntunggkan. Kemudian Fatwa DSN MUI Nomor: 116/DSN-

110
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MUI/1X/2017 juga mengatakan bahwa pengambilan biaya layanan secara rill
adalah boleh, dan harus disampikan terlebih dahulu.

. QRIS dengan sistem pembayarannya yang CEMUMUAH dapat memberikan
kemanfaatan kepada para pihak di dalamnya, mulai dari kecepatan
transaksinya, mudahnya penggunaannya, keekonomisannya, hingga keamanan
dan kehandalannya. Selain itu QRIS juga mampu memberikan kemanfaatan
untuk pertumbuhan perekonomian negara dengan peningkatan pendapatan dan
pertumbuhan UMKM, yang mampu menopang perekonomian negara
mencapai 61,07%. Artinya QRIS dapat menguntungkan dan memuaskan
semua pihak (win win solution). QRIS dalam analisis maslakas Imam Al-
Gazali merupakan suatu kemaslahatan hajiyat yang menempati kedudukan
daruriyat, di mana penggunaan QRIS mampu mewujudkan pemeliharaan lima
prinsip dasar (al-masalih al-khamsah), di antaranya adalah pemeliharaan
harta/kekayaan (hifz al-mal), karena pengimplementasian QRIS mampu
menekan tingkat kejahatan pencurian, penipuan dan mencegah peredaran uang
palsu. Selain itu QRIS juga membantu meningkatkan penghasilan merchant
dengan daya saing yang rata, serta membantu mewujudkan sistem pembayaran
nirsentuh dan ekonomi keuangan digital untuk pertumbuhan inklusi keuangan
Negara. Selain itu QRIS juga mampu mewujudkan pemeliharaan atas jiwa
(hifz an-nafs), khususnya dalam kondisi Indonesia saat ini yang sedang
diserang oleh wabah COVID-19. QRIS dapat menjadi salah satu cara untuk

menghambat penularan COVID-19, karena sistem pembayaran QRIS dapat
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menciptakan cara pembayaran yang higenis, di mana merchant dan konsumen
tidak perlu menerima uang secara tunai.
B. Saran
Berdasarkan analisis penulis terhadap implementasi QRIS sebagai kanal
pembayaran berbasisi QR Code, penulis menyarankan:

1. QRIS sebagai sistem pembayaran QR Code dengan mode pembayarannya,
penting untuk di implementasi oleh pelaku usaha (merchant), hal ini
bertujuan untuk terciptanya pembayaran elektronik yang tidak hanya
murah dan muda tetapi aman dan handal seperti yang dicanangkan oleh Bl
yaitu terciptanya sistem pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah,
Murah, Aman dan Handal).

2. Bl dan PJSP penting untuk selalu melakukan sosialisasi
pengimplementasian QRIS kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha.
Hal ini disebabkan, banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui
bahwa QRIS dengan sistemnya telah bisa menerima pembayaran dari
PJSP manapun. Jika hal ini terus berlangsung, maka manfaat QRIS dengan
karakteristik UNGGUL-nya tidak dapat diproleh oleh semua pelaku usaha,
dan pencapaian sistem pembayaran nirsentuh dan ekonomi keuangan
digital sulit tercapai.

3. Untuk peneliti selanjutnya, QRIS sebagai instrumen pembayaran yang
baru perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut, yakni meneliti QRIS dari
berbagai sudut pandang, salah satunya adalah dengan melihat pengaruhnya

untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia maju, atau secara Kkhusus
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membahas QRIS dalam peran dan pengaruhnya untuk pembayaran Zakat

atau dana sosial lainnya.
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